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WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAN WALIKO"TA PALEMBANG 

NOMOR 59 TAHUN 2009 

TENTANG 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG 

QENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan 
Menteri Negara Pendaya_gunaan Apar-atur Negara Nomor 
PER/9/M.PAN/S/2007 tentang Pe<Joman umum Penetapan 
lndikator Kinerja Utama di ~ingkungan tnstansi Pemerintah, perlu 
menetapkan lndikator Kin~fja Utama di Lingkungan Pen,erinta~ 
Kola Palembang ; 

b. bahwa berdasarkan periirribangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pal.embang 
tenlang Penetapan lndikator Kineria Utarna di Lingkungan 
Pemerintah Kota Palembang. 

1. Undang.Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran 
Negc1ra RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
RI Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Pe~turan Perundang-undangah (Len;ibaran Negara RI Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4389); 

3. Undang-Undang Nomor 3~ Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara RI Tat:iun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir kafi dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 ientang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah '(Lembaran Negara RI 
Tahun 2Q08 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerinta.h Pusat dan Pernerintahan Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4139); 

5. Peraturan Pemerinfah Nor.nor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara RI 
Tahun 2006 Non;ior 29, Tambahan Lembaran Neg;3ra RI 
Nomor 4614); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
U.rusan Pemerintahan Anta'ra Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, den Pemerihtahah Daerah Kabupateru'Kota (Lembaran 
Negara RI Tahun 2007 No!llor 82, Tambahan Lembaran Neg;:ua 
Nor.nor 4737); 



net.apkan 

7. Peraturan Pemerintah, Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lei:nbaran Negara RI Tahun 2007 Nomqr 89, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741); 

~- Peraturan Pre~iden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasi.onal Tahun 20.04 - 2009; 

9. Peraturan Preslden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri 
Negara sebagaimana telah heberapa kali diubah lerakhir dengan 
P~rt~ran Pre~iden RI Nomqr 94 Tahun 20()9 tentang Peh,ll}ahan 
Keliga atas Peraturqn Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005: 

10. lnstruksi Presiden RI Nomo,r 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 
Kinerja lnstansi Pemei:intah: 

11. lnstruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 
Pemberantasan Korupsi; 

12. Peraluran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 
Penetapan lndikator Kine:rja Ulama di Ungkungan instansi 
Pemerintah; 

13. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pembentu~an, Susunan Orgariisasi dan Tata Kerja Satuan Palisi 
Pamong Praja Kola Palembang (Lembaran Daerah Kota 
Palembang. Tahun 2006 Nomor 6): 

14. Peraluran Daell!h Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Kata Palembang (Lembaran Daerah Kola 
P?lempang Tahun 20()8 Noinor 9); 

15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
P.embentukan, Susunan O,ganis:asi dan Tata Kerja Sekrelarial 
Daetah Kota Palembang, Sekrelariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kola Palembang 1dan Staf Ahlf Wankota (Lembaran 
Daerah Kola Palembang Tahon 2008 Nomor 8); 

1.6. Peraturan Daerah Kota. Palembang Nomor 9 taliun ·2008 tentang 
P.embentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kota Palembang (Lembarari Daerah Kota Palen;ibang Tahun 2008 
Nomor9); 

17. Peraturan Daerah Kota l?alembang Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Pembentukan, s.i:1sunan Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Teknis Daerah Kola Palembang (Lembaran Daerah 
Kola Palembang Tahun 2008 Nomor 10); 

18. Peraturcm Daerah Kota P,alembang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Pembentukan, Sl)sunan Organisasi dan Tata Kerja 
Ke'camatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palembang 
Tahun 2008 Nonior 11); 

19. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pen;ibentukan, s,,sunan Organlsasi dan Tata Kerja 
Pelaksana Harian Badan Narkotika Kola Palembang (Lembaran 
Daerah Kot!) Palembang Ta,hun 2008 Nomor 12); 

20. Peraturan Daerah · Nomor, 6 Talwn 2009 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Kola Palembang Tahun 
40()8-20:13 (Lembaran D.(E!rah Kota Palembang Tahun 2009 
Nomor6); 

21. Peraturan Walikota Palembang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Pelaksanaari Peraluran Daerah Kola Palembang Nomor 6 Tahun 
2009 lentang Rencana P~mbanguhan Jangka Menengah Kota 
Palembang Tahun 2008-2013 (Serita Daerah Kot.a Palembang 
Tahun 2009 Nomo'f 35). 

I 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WAUKOTA PAl,.EMBANG TENTANG PENETAPAN 
lNDIKATOR KINERJA UTAMA,. DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KOTA PALEMBANG. 



Pasal 1 

Dengan Peraluran ini, menetapkan lndikalor Kinerja Uiama di 
llngkungan P~merintah Kata Pale,mbang. 

Pasal 2 

lndikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kola Palembang 
sebagaimana dimaks.ud dalam Pasal 1, ter~ntum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian yang .lidak terpisahkari dengan eeraturan ini. 

Pasal 3 

lndikator Kinerja Utama sebagaimana dim?kSUd c;lal?m Passi 1, 
merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing 
Saluan Kerja Perangkat Daerah (SKPD} di lingkungan Pemerinlah 
Kola Raten:ibang d~lam m(:lnetap~an : 

1. Rencana kinerja tahunan ; 
2. Rencana l<erja dan anggaran ;, 
3. Dokumen penetapan ldnerja ; dan 
4. Menyusun laporan akuntabilitas 

e~aluaai pencapaian kinerja sesuai 
Pembangunan Jangka Menengah 
2008-2013. 

Pf1sal 4 

kinerja serta melakukan 
dengan dokumen Rencana 
Daerah (RPJMO) Tahun 

Pimplnan SKPD di lingkungan Pernerintah Kola Palembang agar 
menyusun lndikalor Kinerja Utama untuk SKPD-nya masing-masing, 
yang mengacu kepada lndikalor Kinerja Utama Uiama di Ungkungan 
Pamerintah Kata Palembang dan cfrtetapkan oleh Pimpinan SKPD 
dalam bentuk Surat Keputµsan K~pala SKPD. 

P~sal 5 

Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kata Palembang agar 
menetapkan target kinerja !/etiap tah1,mnya dalam dokumen 
perencanaan sebagaimana. dimaksud dalani Pasal 3. 

Pasal 6 

Pimpinan SKPD di lingkungan I Pemertntah Kola Palembang setiap 
akhir tahun, wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Klnerja dan 
melakukan evaluasl pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3, Unti.Jk disamP,<1ikan kepada Walikota Palembang 
c.Q. Kepala Bappeda Kota Palembang dengan tembusan kepada 
lnspekiorat Kola Palembang. 

Pasal 7 

Dalam rangka lel;>ih menlngkatkan efektivltas pelaksanaan Peraturan 
ini, lnspektorat Kota Palembang diberikan tugas untuk : 

a. Melakukan review atas capaian kinerja seti.ap Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) dafam rangl<a meyakinkan keandalan 
informasi yang disajikan dalam laporan ak,untabilitas kinerja; 

b. Melakukan evaluasi .terhadap pelaksan\19n Keputusan ini, dan 
melaporkan kepada Walikota Palembang. 



Pasal8 

Peraturan lni mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setlap orang mengetahuinya memerintahkan penguhdangan 
Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kata 
Palembang. 
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Ditetapkan di Palembang 
pada tanggal 1'- ~ei-,bef iCXl9 

w LEMBANG, 


